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ABSTRAK

Tindak pidana dalam perkara N0.1137/Pid.B/2016/PN.Pbr merupakan
perkara pidana penganiayaan yang menyebabkan mati dalam keadaan Noodweer
yang dilakukan karena pembelaan terhadap diri dari ancaman seseorang yang
menyangkut harta benda maupun kesusilaan diri pada.waktu yang bersamaan dan
dalam keadaan yang sudah sangat.terpaksa-sehingga sudah tidak ada lagi pilihan
selain untuk melakukan tindakan terhadap tindak pidana pembunuhan dalam
keadaan Noodweer.

Masalah pokok: penelitian yang akan di bahas’ penulis adalah bagaimana
pembuktian hukum dan bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam
memutuskan perkara pidana No. 1137/Pid.B/2016/PN.Pbr

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum
normatif, yaitu penelitian hukum yang berdasarkan dari Studi kasus dengan cara
mempelajari dalam putusan perkara No. 1137/Pid.B/2016/PN.Pbr, jika dilihat dari
sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan penelitian secara

rinci dan jelas tentang permasalahan yang diangkat atau yang diteliti

Hasil penelitian yang.dilakukan-oleh-penulis dalam.penegakan hukum
terhadap tindak pidana pembunuhan dalam keadaan Noodweer, pembuktian
berdasarkan saksi dan serta barang bukti yang membuktikan terdakwa terbukti
memenuhi unsur-unsur ketentuan pasal 351 ayat (3) KWHP tentang tindak pidana
penganiayaan berat yang mengakibatkan mati, barang bukti telah dirampas untuk
dimusnahkan. Walaupun jaksa penuntut. umum menuntut terdakwa dengan 3
pasal. Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atau memutuskan
perkara terhadap terdakwa di pidana dengan pidana penjara selama 1 tahun 6
bulan, hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang terbukti memenuhi

unsur-unsur ketentuan pasal 351 ayat (3) KUHAP.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Mati, Noodweer



ABSTRACT

Crime in case N0.1137 / Pid.B / 2016 / PN.Pbr is a criminal case of
persecution that causes death in a Noodweer state which is carried out due to a
defense against oneself from the threat of a person concerning property and
decency at the same time and in a state who were so forced that there was no
choice but to take action against the crime of murder in Noodweer's
circumstances.

The-main problem of research that will be discussed by the author is
how to prove the law and how is the legal consideration of the judges in deciding
criminal case No. 1137 / Pid.B / 2016 / PN.Pbr The research method that | use is a
normative legal research method; namely degal research based on case studies by
studying the case no. 1137./ Pid.B / 2016 / PN.Pbr, when viewed from its nature,
this research IS descriptive in nature that is describing research in detail and
clearly about the issues raised or examined

The results of research conducted by the author in law enforcement
against criminal acts of murder in a Noodweer state, evidence based on witnesses
and evidence that the defendant is proven to meet the elements of the provisions
of article 351 paragraph (3) of the Criminal Code concerning criminal acts of
serious persecution resulting in death, property evidence has been confiscated to
be destroyed. /Although the public prosecutor charged the defendant with 3
articles. The consideration of the panel of judges.in issuing a decision or deciding
a case against a defendant in a crime with imprisonment for 1 year and 6 months,
the judge handed down a criminal sentence to the defendant who was proven to
meet the elements of the previsions of article 351 paragraph«(3) of the Criminal
Procedure Code.

Keywords: Law Enforcement, Death, Noodweer
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

menjadi hal ya jat funda ang mengarahkan
pandangan

berkembang, da kehi u 0Sia a el dari berbagai

masalah. salah ya icul dalam tengal : dupan masyarakat

disebabkan ole 3 arak o erkaitan dengan

dalam masyarakat akan terganggu dan timbul pertentangan diantara mereka.
Dengan pembawaan sikap pribadinya tersebut, tanpa mengingat kepentingan
orang lain, kepentingan itu kadang-kadang sama tetapi juga tidak jarang terjadinya
kepentingan yang saling bertentangan untuk memenuhi semua kebutuhan

hidupnya (Ruhiatudin, 2005).
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Manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari

manusia yang lainnya. Manusia yang hidup berkelompok atau yang disebut juga

dengan masyarakat dalam menjalankan hidupnya pasti memiliki perbedaan

dilakukan,
melakukan
senantiasa
masyarakat ngkaian peraturan
mengenai ti tersebut ialah

untuk menciptake amata ebahagi ‘ alam masyarakat

ketertiban dalam masyarakat, sebab um sudah tertib maka berkuranglah
peranan hukum dalam masyarakat, maka disana pula hukum harus menjadi
panglima dalam menjaga ketertiban. Lain halnya jika tidak berfungsinya hukum
dalam masyarakat, maka disanalah peranan hukum menjadi sangat penting untuk
mengatur masyarakat agar tertib, salah satu bidang ilmu hukum untuk menjaga

tertib masyarakat adalah hukum pidana, pada dasarnya jika hukum pidana sudah

baik dan berjalan sebagaimana mestinya, maka bidang hukum lainnya akan



mengikuti, perkataan ini memang sangat menyombong diri, akan tetapi begitulah

Kira-kira terjaganya ketertiban masyarakat (Huda, 2012).

Menurut sistem  Kitab Undang-undang _Hukum Pidana Indonesia
(KUHP) yang-berlakusekarang, yang menjadi. subjek hukum pidana adalah
manusia (natuurlijke person), hal ini dapat terlihat didalam tiap-tiap pasal
KUHP buku ke Il dan Buku ‘H1."'Sebagian besar /kaidah-kaidah-Hukum Pidana
didalam KUHP dimulai dengan kata barangsiapa sebagai terjemahan dari kata
Belanda hij. Menurut asas-asas hukum pidana Indonesia, badan hukum tidak
dapat mewujudkan delik. Hoofgerechtshof van dahulu didalam arresnya tanggal 5
Agustus 1925 menegaskannya dengan alasan, bahwa hukum pidana Indonesia
dibentuk berdasarkan ajaran__kesalahan individual. = System hukum pidana
Indonesia tidak memungkinkan penjatuhan pidana denda kepada korporasi,
olen karena pihak yang dijatubi , pidanat<denda diberikan pilihan untuk
menggantinya dengan pidana kurungan pengganti denda (pasal 30 (1), (2), (3),

dan (4) KUHP) (Zul Akrial, 2017).

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang.dilarang oleh suatu aturan hukum
larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi
barang siapa yang melanggar aturan tersebut, dapat juga dikatakan bahwa
perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan
diancam pidana, asal saja diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan,
(yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang),
sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan

kejadian itu (Moeljatno, 1993).



Hukum pidana adalah perintah-perintah dan larangan-larangan yang
diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang
siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan
(menjatuhi) dan_menjalankan pidana tersebut-(Huda, 2012, p. 7) hukum pidana
sebagai_hukum publik bertujuan untuk mengatur interaksi masyarakat agar sesuai
dengan pengaturan hukum itu sendiri; dalam kaitannya dengan pengaturan publik
khususnya mengenai norma-norma larangan keharusan yang memiliki sanksi
negatif maka hukum pidana mengambil posisi sebagai solusi yang efektif
mengatasi masalah, dengan adanya hukum pidana tersebut dapat diharapkan
memberi rasa aman dalam masyarakat baik kepada individu maupun kelompok

dalam melakukan aktifitas kesehariannya (Mahrus, 2011).

Secara defenitif, Hukum Pidana dapat dibagi kedalam lus Poenale dan
lus puniendi lus-Puniendi ‘merupakan ,segr. subjektif yang berarti hak untuk
menjatuhkan pidana sedangkan lus Poenale secara sederhana di defenisikan oleh
Zainal Abidin Farid sebagai sejumlah- peraturan hukum yang mengandung
larangan dan perintah atau_keharusan yang terhadap larangan dan perintah atau
keharusan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana (sanksi hukum).
Bagi mereka yang mewujudkannya definisi tersebut menyatakan bahwa ada
keharusan dengan mengancamkan sanksi pidana terhadap pelanggarnya, sehingga
dapat dikatakan bahwa sanksi pidana merupakan unsur yang sangat esensialnya
dalam hukum pidana. Betapa pentingnya sanksi pidana juga dapat dilihat dari

pendapat Herbet L.Packer berikut mengenai sanksi pidana:
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a. Sanksi Pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang
maupun di masa yang akan datang tanpa pidana;

b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita

n_segera serta untuk

SIS Ml

konsekuensi bahwa apa arus ekstra keras, tegas dan

Q&‘\\‘

tanggap dalam memberantas da p setiap sisi kejahatan yang terjadi

termasuk juga dalam kasus-kasus pembunuhan.

Hukum pidana Indonesia menjelaskan unsur-unsur terjadinya pembunuhan
yang dapat dipidana itu adalah karena adanya kesengajaan (dolus) dan kealpaan
(culpa). Pembunuhan karena ada unsur kesengajaan sendiri dirumuskan menjadi 3

jenis bentuk sengaja, yaitu : (Marpaung, 2005)
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a. Sengaja sebagai maksud ;
b. Sengaja dengan keinsyafan ;

c. Dan Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan / dolus eventuali

a.
b.
edikit gambaran
tentang be pembunuhan.
Namun be a ik e : akuk lisebabkan karena
pembelaan
daerah yang ada di
&
Indonesia, sa d’ baru lengkapnya

Dimana terjadinya pe ‘% asar. dengan pemilik lapak

dipasar Dupa yang me . Q ‘

“ ‘1@ a nyawa dan harta bendanya

terancam. Dengan keadaan de ang pemilik lapak tersebut mau tidak
mau harus melakukan segala cara untuk melawan preman tersebut agar mampu
membela sekaligus menyelamatkan dan mempertahankan nyawa dan hartanya.
Saat melawan untuk membela diri itulah seseorang tersebut secara sengaja atau

tidak sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang

yang akan menganiayanya.
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Sesuai dengan kasus yang dipaparkan, penulis meneliti kasus tersebut
berdasarkan dengan perkara No.1173/Pib.B/2016/PN.Pbr. Berkaitan dengan kasus

itu maka pemidanaan yang dijatuhkan hendaknya perlu adanya kecermatan.

ada mi ada-ni : Ih, namun ia

TaaNeY
5N

memperhatik

yang diperole

‘aﬁ\‘a\"

a
?‘\

-
=
>
=
<
)
S
Q@
=7
o
@
=.
=
)
S

kodrati dimiliki pada diri dan abadi, sehingga
harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan. Negara Kesatuan Republik
Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menghormati

dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Di dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28] ayat (1) menyebutkan
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“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara” (Muslikhah, 2017).

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam

1. g i 1ku adap i pembunuhan dalam

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang berkaitan dengan masalah pokok
yang akan dibahas, adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai

berikut:
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a. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui bagaimana pembuktian hukum terhadap tindak

pidana pembunuhan karena pembelaan terpaksa dalam perkara

gi perkembangan

an hakim dalam

Pada umumnya hukum pidana dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum
pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil adalah aturan-
aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat
dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan pidana
dan ketentuan mengenai sanksi pidana. Hukum pidana formil adalah aturan yang

mengatur kewenangan negara melalui aparat penegak hukum dalam
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melaksanakan haknya untuk menjatuhkan pidana atau disebut juga dengan hukum

acara pidana. Hukum pidana materil tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya

hukum pidana formil. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun

(human di

(human rig

Menurut Roeslan Saleh, definisi dari Prof. Moeljatno berbunyi; “Hukum

pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk

menentukan:

10
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a. Perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan

disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang

melanggar larangan tersebut.

Suatu penderitaan yang bersifa yang dijatuhkan oleh kekuasaan
kehakiman yang berwenang untuk menjatuhkan atas nama negara semata-mata

orang tersebut melanggar suatu perbuatan hukum yang harus ditegakkan negara.

Menurut J Baumann, “tindak pidana yaitu perbuatan yang memenuhi
rumusan delik, bersifat melawan hukum dan melakukan kesalahan. Hazewinke-

Surinaga mendefinisikan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pada saat

11
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tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianngap sebagai
sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan sarana-sarana

yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya (Lamintang, 1990).

lama

6. Berdasarkan sumbernya dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan
tindak pidana khusus

7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana
communia (yang dapat dilakukan siapa saja) dan tindak pidana propria (dapat
dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu)

8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penentuan, maka dibedakan

antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan

12
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9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan

antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak

pidana yang diperingan

1. Menegakkan kepastian hukum

2. Mencegah kesewenang-wenangan penguasa

Menurut moeljatno asas legalitas ini mengandung tiga pengertian :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal
itu terlebih dahulu sebelum dinyatakan dalam suatu peraturan perundang-

undangan

13
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2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh dilakukan analogi

3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut

Menurut Moeljatno unsur tindak pidana adalah:

yang menyamaratakan semua faktor yang turut serta menyebabkan suatu
akibat;
b. Teori Adaequate dari van Kries yang juga disebut dengan teori

keseimbangan yakni perbuatan yang seimbang dengan akibat;

Teori Individualis dan Teori Generalis dari T. Trager yang pada dasarnya

mengutarakan bahwa yang paling menentukan terjadinya akibat tersebut itulah

14



yang menyebabkan; sedangkan menurut teori generalisasi, berusaha memisahkan

setiap faktor yang menyebabkan akibat tersebut (Marpaung, 2005).

Pembunuhan secara harfiah berarti menghilangkan nyawa orang lain
dengan cara melawan hukum dan merugikan kepentingan pihak lain, dalam hal ini
menghilangkan nyawa orang lain dapat dikatakan sangat bertentangan dengan
Undang-Undang Republik:.\Indonesia No 39/ Tahun1999 Tentang Hak Asasi
Manusia. Dari® sekian banyak kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan
masyarakat adalah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, artinya kejahatan
terhadap nyawa (‘misdrijven tegen bet leven') berupa penyerangan terhadap nyawa
orang lain. Kejahatan terhadap nyawa dalam kitab undang-undang hukum pidana
dapat dibedakan atau dikelompoknya menjadi atas dua dasar, yaitu, pertama atas
dasar unsur kesalahannya dan kedua atas dasar obyeknya (nyawa). Pembunuhan
itu sendiri dibagi-lagi menjadi beberapa kelompok’ diantaranya pembunuhan biasa
diatur dalam pasal 338 KUHP dan pembunuhan pembunuhan berencana yang

diatur dalam pasal 340 KUHP (Chazawi, Adami, 2010).

Pembunuhan atau”menghilangkan nyawa seseorang baik secara sengaja
maupun tidak sengaja, dibedakan antara konsep yuridis, yaitu sebagai perbuatan
yang dilarang oleh undang-undang pidana, dan sebagai konsep sosiologis dan atau
psikologis yang sering disebut dengan istilah perilaku menyimpang. Konsep
yuridis setiap orang melakukan kejahatan berupa menghilangkan nyawa seseorang

akan diberi sanksi hukum sesuai dengan perbuatannya.

15



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja
dilakukan, karena apa yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya

pasti, oleh karena itu hakim sebagai orang yang diberikan kewenangan untuk

mampu ayomi N ark eng adil. Ketentuan

KUHP yang

berbunyi: “pe ngan disusu a akta dan keadaan

. m di yang menyatakan bahwa;
‘\\‘

(Mulyadi, 2007) “ pertimbanga diri dari pertimbangan yuridis dan

fakta-fakta dalam persidangan, selain itu majelis hakim harus lah menguasai atau

mengenal aspek teoritis dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus

posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya”

Dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan pasal 58 (pasal 52) naskah

rancangan KUHP (baru) hasil penyempurnaan tim intern department kehakiman,

16
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dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim

wajib mempertimbangkan hal-hal berikut: (Waluyo, 2008)

1. Pertimbangan Y .“
LIS Ny

Pertimbangan hakim dapa ategori, yakni pertimbangan yuridis
dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim
didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh
Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan

misalnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), keterangan terdakwa, keterangan

saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

17
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Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat

peraturan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan agama terdakwa (Ali, 2008).

2. Faktor Sosiologis

“ ‘&‘Q'ﬁ@‘@%‘ B; is oleh hakim

. ‘-'\%‘ E’

o

)

1

=)

)
<

)

5
Q

beberapa penjelasan dari batasan judul ini, yaitu:

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai,
membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali

menurut kriterianya dan ditafsirkan maknanya

18
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Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa

yang melanggar aturan tersebut.

ada lagi pi 1 | B '_ C nasuk dalam tindak

pidana tersebu

Wilayah adala " g orial dari sebuah

kedaulatan

Pengadilan Negeri adalah lembaga peradilan dilingkungan Peradilan Umum

yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.
F. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian yang lebih baik dan terarah, maka perlu
adanya metode penelitian yang berguna dalam menentukan serta mencari data-

data yang lebih akurat dan benar, sehingga dapat menjawab seluruh pokok

19
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permasalahan, dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah sebagai

berikut:

penulis yaitu Putusan Pengadilan.

a) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer seperti peraturan-peraturan dan buku
literature lainnya yang berhubungan dengan hukum pidana, jurnal dan
media informasi lainnya seperti internet, surat kabar, majalah, dan lain

sebagainya.

20
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b) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan lain-lain

memperb
yang berlak
alisis dengan ca f in kan anta 1‘ te dengan prakteknya

maka tam

metode induktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke hal-hal yang
umum. Menguraikan kalimat yang jelas dan dalil-dalil dengan mempelajari
dokumen putusan perkara Nomor 1173/Pib.B/2016/PN.Pbr, lalu menjelaskan

dengan teori-teori dan menjelaskan secara terperinci.

21
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Ting

Indonesia ilah bahasa it atau de k terjemahan
dalam bahasa : i lipakai dan beredar
istilah lain ma uku maup ] yang penulis jumpai

antara lain :

dalam berbagai undang-undang. De an pula para sarjana-sarjana Indonesia
telah menggunakan beberapa atau salah satu istilah tersebut dengan memberikan
pemikiran masing-masing dan bahkan pengertian dari istila tersebut. Dibawah ini
terdapat beberapa pendapat para sarjana barat tentang pengertian tindak pidana,

yaitu :

22
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1. D. Simons

Pertama kita mengenal permusan yang dikemukakan oleh simons bahwa

peristiwa pidana itu adalah “perbuatan salah dan melawan hukum , yang diancam

pidana menurut pendapat para sarjana Indonesia.

1. Moeljatno

Mengartikan istilah strafbaarfeit sebagai perbuatan pidana. Pengertian
pidana menurut moeljatno adalah ““ perbuatan yang dilarang dan diancam pidana

bagi barang siapa yang melanggar”. Perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh

23
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masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau mengahambat tercapainya
tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Maka

perbuata pidana secara mutlak harus mengandung unsur formil, yaitu mencocoki

cita men ¢ Moeljatno,

ana. Menurut R.
Tresna, p aian perbuatan
manusia ya turan lainnya,

terhadap pe

Suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat belum
tentu itu merupakan tindak pidana apabila perbuatan itu dilarang oleh undang-
undang dan pelakunya tidak diancam pidana. Misalnya pelacuran sebagai
perbuatan yang merugikan masyarakat, tapi tidak dijadikan larangan pidana. Hal
ini sulitnya untuk diadakannya rumusan yang tepat tentang pelacuran dan

menjadikan hal ini sebagai pencarian dan kebiasaan. Untuk menntukan perbuatan

mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana dalam pasal 1 ayat (1) KUHP

24
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dikenal azas legalitas, dimana azas ini berbunyi, “nullum delictum nulla poena
lege previa peonali” yaitu azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan

pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang.

denda dapat diganti dengan kurungan paling lama tiga hari.

Bersifat melawan hukum dapat berarti bertentangan dengan hukum atau
tidak sesuai dengan larangan-larangan atau keharusan hukum atau menyerang

sesuatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (Prodjodikoro, 1996).

Mengenai sifat melawan hukum ini sehubungan dengan pembahasan

tentang delik (tindak pidana) ada dua aliran atau penganut yaitu:

25
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a. Penganut bersifat melanggar hukum formal yang menyatakan bahwa pada
setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan

hukum. Artinya, apabila sifat melawan hukum tidak dirumuskan dalam

> 2]
b. sifa AW3 ‘ ‘p ﬁf a setiap delik

dan harus dibuktikan. Aliran

permusan dari , sehingga dengan

demikian penge ihapada perumusan

strafbaarfeit menurut Q%i fikemukakan diatas masing-masing
U

memakai kata perbuatan. Jika ke ersebut merupakan pengertian dari
tindakan, maka menurut satochid kartanegara hal itu kuran tepat, karena dengan
demikian strafbaarfeit berarti perbuan yang dilarang dan diancam dengan undang-
dang, sedang yang dimaksud dengan strafbaarfeit juga dimaksud melalaikan. Jadi,

disamping strafbaarfeit diartikan sebagai perbuatan juga berarti melalaikan

(Kartanegara). Sebagai contoh perbuatan dan diancam pidana adalah:

26
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Pasal 338 KUHP, pembunuhan yang dilakukan dengan demikian, menusuk

dan lain-lain

Pasal 362 KUHP, pencurian yaitudengan mengambil sesuatu

3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
b. Pidana tambahan yaitu,
1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu

3. Pengumuman putusan hakim

27
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3. Hukum pidana yang berlaku ini disandarkan pada kesalahan orang lain.

Di dalam ajaran kesalahan yang dianggap dapat membuat kesalahan hanya

manusia, yaitu berupa kesalahan individual. Badan hukum bukan subjek hukum

digunakan

dipidana. S : a dari perb ukan tersebut

ini mengandung tiga unsur untuk dapa atakan salah, yaitu :

1. Kemampuan bertanggungjawab

2. Adanya keadaan bathin dari pelaku yang dihubungkan dengan bentuk
kesengajaan (opzet) atau kealpaan

3. Tidak terdapatnya alasan pemaaf atau pembenaran dari suatu kejadian atas

perbuatan

28
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2. Unsur-unsur tindak pidana

Unsur-unsur tidak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut

pandang, yaitu (1) dari.sudut pandang teoritis dan (2).dari sudut pandang undang-

tindak pidana-adalah perbuatan, yang dilarang (ole : um), ancaman
pidana (bagi ya elangga yang dibuat Jonkers dapat

dirincikan u inda da ala ata awan hukum (yang

Ke-1 subjek

Ke-2 kesalahan

Ke-3 bersifat melawan hukum

Ke-4 suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan
terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana

Ke-5 waktu, tempat, keadaan (unsure objektif lainnya).
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Sementara K.Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan

menjadi tindakan pidana apabila perbuatan itu (Saleh, 1998) :

. Melawan hukum

5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

b. Unsur rumusan dalam Undang-Undang

Buku 1l KUHP menurut rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu
yang masuk dalam kelompok kejahatan dan buku 111 adalah pelanggaran. Ternyata
ada unsur yang selalu disebut dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan,

walaupun ada pengecualian seperti pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan
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melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan.
Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsur kemampuan bertanggung

jawab. Di samping itu banyak mencantum unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai

usan tertentu dari

diketahui

. Unsur
3. Unsur
4. Unsur akib

5. Unsur ke

dalam buku Il, dan pelanggaran atau atas semua yang terdapat dalam buku III.

Sehingga tindak pidana merupakan bentuk kejahatan.

Fakor-faktor sosial yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap

terjadinya suatu pidana, dapat dikategorikan sebagai berikut (Huwitz, 1986):

1. Faktor ekonomi, meliputi sistem ekonomi, yang tidak saja merupakan

sebab utama (basic causa) dari terjadinya kejahatan terhadap hal milik,
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juga mempunyai pengaruh kriminogenik karena membangun egoisme
terhadap macam-macam kejahatan lain dengan cara pola hidup

konsumeristis dan persaingan pemenuhan kebutuhan hidup, perubahan

harga pa ‘ mpengaruhi_tin ian, keadaan Krisis,
S 115550 'o,

<

ngin keadaan

langsung dari

dari sanksi perundang-undangan
c. Adanya demonstration effects, yaitu kecenderungan masyarakat
untuk memamerkan kekayaan sehingga menyulut pola hidup
konsumtif yang berlomba-lomba mengejar nilai lebih sedangkan

kesanggupan rendah
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d. Perilaku korban yang turut mendukung sehingga terjadinya tindak
pidana

e. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan pergaulan dengan

bahasa Indonesia disamping unuhan juga dipakai dan beredar

beberapa istilah lan baik dala

jumpai, yaitu :

Dalam pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa).

Menghilangkan jiwa seseorang

Dalam kejahatan tidak dirumuskan perbuatan, tetapi hanya dari akibat

perbuatannya yaitu menghilangkan jiwa seseorang. Hilangnya jiwa ini timbul

33



N ueeyeisndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nenyj wejsy se)

akibat perbuatan itu, tidak perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul kemudian
misalnya setelah dirawat dirumah sakit untuk dapat dikatakan menghilangkan

jiwa, seseorang harus melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat

meningga L atakan se . an Jiwa seseorang,
jadi harus .ad 13 g 3 kec dapat dikatakan

menghilan

- Menemlt
- Memukt
- Menusu
- Menceki

- Memberi

seseorang. Timbul akibat hilangnya jiwa seseorang tanpa dengan sengaja atau
bukan jadi tujuannya dan maksudnya, tidak dapat dinyatakan sebagai
pembunuhan. Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud dan niat atau tujuan
ntuk menghilangkan jiwa seseorang. Pada umumnya seorang pelaku akan

menyangkal maksud untuk menghilangkan jiwa itu dan mengaku hanya dengan
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maksud melukai korban saja. Untuk hal ini perlu dipelajari perbuatan yang

dilakukan untuk mewujudkan niat atau maksudnya.

T 5

atan, yang

=
o
&
d

Selanjutnya dijelaskan mengenal unsur subjektif yaitu adanya unsur
sengaja dalam melakukan tindak pidana pembunuhan. Unsur sengaja sebagaimana
dapat dilihat dalam pasal 56 KUHP. Oleh karena itu ketentuan pasal 5 KUHP itu
yang menjadi soal adalah “ penempatan unsur dengan sengaja”. Sebagaimana
telah diterangkan bahwa apabila dalam perumusan suatu delict dalam KUHP

letaknya dibelakang unsur sengaja diliputi dengan kesengajaan.
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Sebagaimana kita dapat lihat dalam pasal 333 KUHP, merampas

kemerdekaan dan kekebasan dari orang lain, maka orang yang melakukan delict

perampasan kemerdekaan itu tidak harus melakukan perbuatan dengan sengaja,

han direncana
terlebih dal 3 am apa Ve : elaku sebelum
terlaksana
direncanaka | « i K3 ! ang bagi pelaku,
sedangkan = bi

meghilangkan

jiwa seseora

- Unsur objektif adalah : menghilangkan jiwa seseorang

- Unsur subjektif adalah : dengan sengaja.

Selanjutnya dijelaskan pula mengenai delik, yaitu delik dengan perumusan
formil dan perumusan materiil. Adapun yang dimaksud dengan delik formil

adalah yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah
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dilakukannya suatu perbuatan oleh sebab itu dalam hal lebih tepatnya apabila
dipergunakan sandaran dari teori objektif. Sedangkan delik dengan perumusan

materiil telah diketahui dalam jenis ini delict yang dilarang dan diancam dengan

nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana

mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling selama

20 tahun”.

Pembunuhan berencana terdiri dari arti Pasal 338 KUHP ditambah dengan
adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu.Pasal 340 KUHP dirumuskan

dengan cara mengulangi kembali seluruh unsur dalam Pasal 338, kemudian
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ditambah dengan satu unsur lagi yakni dengan rencana terlebih dahulu.Oleh
karena dalam Pasal 340 mengulangi lagi seluruh unsur Pasal 338, maka

pembunuhan berencanadapat dianngap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri

setelah dilahirka alam prakti n sering dise gan pembunuhan
bayi, ada d ,, sing dirum _. al 341 dan pasal 342

KUHP. Pasal 3 : Kukan tidak dengan

Bentuk pembunuhan ini dalam pasal 34 KUHP, yang rumusannya sebagai
berikut : “barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu
sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 12 tahun”.
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Pembunuhan dilakukan atas permintaan korban sendiri, permintaan mana
harus dinyatakan secara tegas dan nyata tidak cukup dengan pesetujuan saja,

misalnya :

‘ﬁ

-
o
e

yang rumu
bunuh diri,

untuk itu, di

bunuh diri”.

NN AR

=
ﬂ‘

(1) KUHP sebagai berikut : “tindak ana, barang siapa melakukan perbuatan
pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan, kesusilaan,
atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan atau ancaman

serangan yang melawan hukum pada ketika itu juga”

Perbuatan orang yang dijelaskan dalam pasal 49 ayat (1) KUHP tersebut

diatas, pada kenyataannya memenuhi rumusan tindak pidana tertentu, bisa
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penganiayaan (pasal 351 KUHP) misalnya berwujud memukul seorng pria yang
sedang memperkosa perempuan, bahkan bisa berwujud pembunuhan (pasal 338
KUHP) misalnya polisi menembak mati seorang perampok di sebuah bank degan
menggunakan senjata api- yang. telah memberondong petugas yang hendak
menangkapnya dengan tembakan yang dapat mematikan, akan tetapi dengan dasar
pembelaan terpaksa, perbuatancyang- pacda skenyataanya bertentangan dengan
undang-undang itu telah kehilangan sifat melawan hukum, oleh sebab itu pada

pembuatnya disini ada alasan pembenaran.

Perbuatan yang termasuk dalam pembelaan terpaksa ini pada dasarnya
adalah menghakimi terhadap orang yang berbuat melawan hukum terhadap diri
orang itu atau orang lain (eigenrichting). Tindakan-eigenrichting dilarang oleh
undang-undang, tapi dalam pembelaan terpaksa seolah-olah suatu eigenrichting
yang diperkenankan oleh undang-tindang-berhubungan dalam hal seragan seketika
yang melawan hukum ini, negara tidak mampu atau tidak dapat berbuat banyak
untuk melindungi penduduk negara, maka orang yang menerima serangan
seketika yang melawan hukum diperkenankan“melakukan perbuatan sepanjang
memenuhi syarat-syarat untuk “melindungi kepentingan hukum (rechtsbelang)
sendiri atau kepentingan hukum orang lain. Penyerangan yang melawan hukum
seketika itu melahirkan hukum darurat yang membolehkan si korban melindungi
dan mempertahankan kepentingan hukumnya atau kepentingan hukum orang lain
olehnya sendiri. Inilah filosofi dari lembaga pembelaan terpaksa (Chazawi A. ,

2002, p. 39)
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2. Unsur pembelaan diri karena terpaksa

Menurut Mr Tirtamijaya, karena terpaksa untuk mempertahankan diri

diberikan contoh sebagai berikut: “ bertindak unt embela karena terpaksa

noodweer Ya : al 49 : pada rumusan
pasal 310 aya anya berlaku ' ag )uatan tersebut

haruslah me

Untuk

melawan |

serangan atau bahaya masih mengancam

5. Perbuatan pembelan harus seimbang dengan serangan yang mengancam

sedangkan dalam hal apa pembelaan terpaksa dapat dilakukan, adalah

sebagai berikut :
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1. Dalam hal untuk membela dirinya sendiri atau orang lain, artinya juga ialah
serangan itu bersifat dan ditunjukkan pada badan atau fisik manusia

2. Dalam hal untuk membela kehormatan, kesusilaan, artinya serangan itu tertuju

kepenting
perbuatan-perbua . _.: U dilakuk ' dengan cara yang

tidak berleb

serangan yang bersifat f
b. Dalam hal pembelaan kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) doro
sendiri atau orang lain, dan

c. Dalam pembelaan hartabenda (goed) sendiri arau orang lain.

Dalam hal untuk “membela diri”” adalah terhadap serangan fisik oleh orang

lain sebagaimana contoh diatas. Terhadap serangan yang boleh dilakukan
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perbuatan pembelaan terpaksa, hanyalah serangan perbuatan (fisik aktif) manusia,
dan tidak dibenarkan pada binatang misalnya dikejar anjing, kemudian anjingnya

dibunuh sebabnya ialah binatang bukan subjek hukum dan tidak tunduk kepada

yang berkaita eng A S alnya : idung belang
meraba bua g pere a. disebuah taman,
maka dibe ila ketika serangan berla angan laki-laki
itu. Tetapi tio ¢ : : laki itu setelah
pergi, kem 2

mengancam

Di undangkannya Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadikan sistem peradilan di Indonesia
ini menganut sistem akusator, yaitu pembuktian ilmiah, serta tersangka sebagai
pihak pemeriksaan tindak pidana, dan sistem peradilan juga terpengaruh oleh due
proses model, yaitu: proses hukum yang adil dan layak serta pengakuan hak-hak

tersangka/terdakwa.
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Akan tetapi pelaksanaan peradilan pidana berdasarkan KUHAP ternyata
masih belum berjalan lancer, dan masih banyak kelemahan-kelemahan. Due

proses model masih jauh dari harapan bahkan pendekatan inkusator masih

terjadinya Keje itu S 3 Y da kong erikatan bangsa-

bangsa ke-6 ta : am e : ai_crime trends and

penduduk

1. Pengertian sistem peradilan pidana

Remington dan Ohlin mengemukakan bahwa criminal justice system
adalah pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan
peradilan pidana sebagai suatu sistem yang merupakan hasil dari interaksi antara

peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku

44



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

sosial. Mardjono memberikan batasan pengertian sistem peradilan pidana adalah
sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.

Menanggulangi disini diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada

. Dari kedua
pembangunan

politik yang

un pendekatan

ividualism dan

Sistem peradilan pidana dari kedua itu mempunyai dasar berbeda dari
fakta-faktanya, jika anglo saxon berdasarkan metode akuisitur dan eropa

continental berdasarkan metode inkuisitor.

Penerapan dari kedua sistem berdasarkan dengan perbedaan metode itu

berjalan dengan waktu yang lama, mapan dan cocok terhadap masyarakat yang

45



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

bersangkutan, jadi akuisitur yang cocok di Amerika belum tentu bisa diterapkan di

Eropa, begitu sebaliknya.

a. Tindakan reprensif terhadap suatu tindakan criminal merupakan fungsi

terpenting dari suatu proses peradilan
b. Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penengaan hukum
untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahanya dan menjamin atau

melindungi hak tersangka dalam proses peradilan
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c. Proses kriminal penegaan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip
cepat dan tuntas, dan model yang dapat mendukung proses penegaan hukum

tersebut adalah model atministratif dan merupakan model manajerial

anakan cara efisien

akta dari suatu
ditetapkan oleh

an,melalui suatu
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akan dapat memp

Q Q animelakukan kejahatan.
W e

Adapun nilai-nilai yang terkandu odel iniadalah :

a. Mengutamakan formal-adjudikative dan adversary fact-findings, hal ini berarti
dalam setiap kasus tersangka harus diajukan kemuka pengadilan yang tidak
memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk

mengajukan pembelaannya.

47



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

b. Menekan pada pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan

mekanisme administrasi peradilan

c. Proses peradilan harus dikendalikan agar cepat dicegah penggunaannya

dalam perkara pidana tidak ada seorangpun berada dan menempatkan diri diatas

hukum.
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A. Pembuktian Te p_Tindak Pidana Pe an Dalam Keadaan

seseorang Dayanya unt nela b'u. dari ancaman
seseorang ut ha endiri maupun
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terpaksa, (2) adanya keseimbangan antara serangan dengan pembelaan, (3)

pembelaan harus terjadi saat itu juga atau saat serangan masih berlangsung.

Dalam perkara tindak pidana, masalah pembuktian selalu penting dalam
persidangan. Fungsi pembuktian amat penting karena akan menjadi sandaran atau
titik tolak putusan hakim. Agar tercipta pembuktian dan penerapan pembuktian

yang mampu menciptakan kepastian Hukum dan keadilan, diperlukan aturan,
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kaidah, atau ketentuan sebagai pedoman. Tanpa adanya aturan, baik terdakwa dan
atau penasehat hukum, penyidik, jaksa penuntut umum maupun Hakim dan

bertindak berdasarkan kehendak masing masing yang berakibat tidak adanya

acara pida ena itu ; ana adalah untuk
mencari da
mencari dal

Undangan |

No.
g

Tentang Huk ‘ HAP (Hamzah,
1996). &
Pard

Aspek : ulai sejak tahap

penyelidikan perkara pidans Kan | a tindakan penyelidik

untuk mencari dan mene an sesuatu pe ang diduga sebagai tindak

pidana guna dapat atau tidaknya dila penyidikan, disini sudah ada tahapan
pembuktian. Begitu pula halnya dengan penyidikan ditemukan adanya tindakan
penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut
membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Oleh karena itu, ketentuan pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHAP menegaskan

bahwa untuk dapat dilakukan tindakan penyidikan, penuntutan dan penyedikan

sehingga sejak tahap awal diperlukan adanya pembuktian dan alat-alat bukti.
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Kongkretnya pembuktian berawal dari penyelidikan dan berfikir sampai adanya
persetujuan pidana(vonnis) oleh Hakim didepan sidang pengadilan baik ditingkat

pengadilan negri atau pengadilan tinggi jika kalau perkara tersebut dilakukan

'ﬂ telah tertuang

sesorang ke
keyakinan
bersalah me

o

kan

o

w la memperoleh
Pl
o
HA

(1) yaitu:

Keterangan terdakwa

1. Dakwaan jaksa penuntut umum

Proses tindak pidana pembunuhan dalam perkara  Nomor
1173/Pid.B/2016/PN.Pbr adalah, terdakwa menghadap sendiri dipersidangan
tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, dengan didakwa oleh Jaksa Penuntut

Umum sebagai berikut:
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Bahwa terdakwa BAMANG SULAIMAN Als ABENG Bin ROMI (Alm) pada
hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar pukul 13:30 WIB, atau setidak-
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016 bertempat di Jalan
Gelatik Kelurahan Tangkerang.Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru
atau setidak-tidaknya disuatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Pekanbarug, yang, berwenang memeriksa dan mengadilinya,

dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai

Pada hari Rabu tanggal 14 September tahun 2016, sekira pukul 13:30 WIB
terdakwa yang sedang duduk bersama saksi NOVI MIF HENDRI Als NOVI di
dalam ruko di Jalan Gelatik Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan
Damai Pekanbaru (belakang pasar dupa) melihat saksi MUHAMMAD NUR Als
OYON saat mendorong gerobak dari dalam pasar dupa dengan tujuan kearah ruko
tempat terdakwa ditanyakan oleh korban DERI RAHMAN TANJUNG, lalu
terdakwa bertanya kepada saksi MUHAMMAD NUR Als OYON tentang apa
yang ditanyakankan oleh korban DERI RAHMAN. TANJUNG, tiba-tiba koban
DERI RAHMAN TANJUNG marah dan mengambil sebatang kayu broti yang ada
didekat kios kosong lalu berjalan menuju terdakwa sambil mengucapkan kata-kata
kasar. Melihat korban DERI RAHMAN TANJUNG datang dengan membawa
kayu broti kearah terdakwa, terdakwa lansung mengambil sebilah parang yang
terletak diatas meja didalam ruko dan membawa sebilah parang ditangan kanan.
Terdakwa berjalan kearah korban DERI RAHMAN TANJUNG, kemudian korban

DERI RAHMAN TANJUNG yang melihat terdakwa datang dengan membawa
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sebilah parang tidak jadi mendatangi terdakwa, lalu korban DERI RAHMAN
TANJUNG berbalik kearah kios kosong namun terdakwa yang dengan membawa
sebilah parang ditangan kanannya mengikuti korban DERI RAHMAN TANJUNG
ke kios kosong,. lalu melihat. terdakwa_mengikuti korban DERI RAHMAN
TANJUNG kekios kosong, korban DERI RAHMAN TANJUNG kekios kosong,
korban DERI RAHMAN TANJUNG: langsung memukulkan kayu broti yang
dipegang kerban DERI"RAHMAN TANJUNG kearah kepala terdakwa namun
tedakwa langsung menangkis pukulan broti korban DERI RAHMAN TANJUNG
dengan menggunakan tangan Kiri terdakwa dan terdakwa langsung mengayunkan
sebilah parang yang ada ditangan kanan terdakwa yang mengenai lengan tangan
kanan bagian siku korban DERI RAHMAN TANJUNG sehingga mengalami luka
robek, selanjutnya korban DERI RAHMAN TANJUNG berjalan mundur kedalam
kios kosong namun, terdakwa mengikuti korbansDERI RAHMAN TANJUNG,
kemudian korban DERI RAHMAN TANJUNG dengan tangan kirinya menjepit
tangan kanan terdakwa yang memegang sebilah parang diketiak DERI RAHMAN
TANJUNG lalu terdakwa menarik tangan kanan. terdakwa yang memegang
sebilah parang sehingga terlepas dari. jepitan ketiak korban DERI RAHMAN
TANJUNG dan mengakibatkan parang yang dipegang terdakwa melukai
punggung sebelah kiri korban DERI RAHMAN TANJUNG. Lalu korban DERI
RAHMAN TANJUNG dengan tangan kanannya menangkap sebilah parang yang
berada ditangan kanan terdakwa tetapi terdakwa menariknya secara paksa
sehingga mengakibatkan luka dijari-jari tangan kanan korban DERI RAHMAN

TANJUNG.
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Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban DERI

RAHMAN TANJUNG menderita luka menyebabkan korban DERI

RAHMAN TANJUNG meninggal dunia

ditandatangani oleh dokter yang merawat, dr. Dika yang menerangkan
bahwa atas nama DERI RAHMAN TANJUNG umur 40 tahun pekerjaan
wiraswasta alamat JI. Merak RT/RW.01/03 Tangkerang Tengah Marpoyan
Damai Pekanbaru, telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 14

September 2016 jam 17:00 WIB.
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Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana maksud

dalam pasal 338 KUHPidana.

2. Keterangan saksi dan para ahli

RAHMAN
| september 2016

(Pasar Dupa)

pith ruko tu” (bang oyon, mana uang ruko itu) lalu saksi
MUHAMMAD NUR Als OYON menjawab “gak ada tu” lalu saksi
MUHAMMAD NUR Als OYON masuk keruko terdakwa kemudian
ditanya oleh terdakwa “apo katonyo bang?” setelah mendengar itu
korban DERI RAHMAN TANJUNG marah dan mengatakan “anjiang

ang, pantek amak ang kasikolah ang (anjing kau, pantek mamak kau,
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kesinilah kau ) sambil mengambil kayu dan menghampiri terdakwa

dirukonya lalu terdakwa lalu terdakwa mengambil parang yang

dipergunakan untuk memotong sayuran yang berada diatas meja

RAHMAN TANJUNG namun dihalangi dan dilerai oleh saksi
kemudian SYAMSUL FAUZI hendak membantu korban DERI
RAHMAN TANJUNG namun dilerai oleh saksi MUHAMMAD NUR
Als OYON. Setelah itu saksi MUHAMMAD NUR Als OYON
memisah/melerai antara terdakwa dan korban DERI RAHMAN

TANJUNG dan akhirnya terdakwa diamankan oleh saksi
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MUHAMMAD NUR Als OYON sedangkan korban DERI RAHMAN
TANJUNG dibawa kerumah sakit

c. Bahwa jarak saya sekitar 4 meter dari Tempat Kejadian Perkara (TKP)

’ dunia dirumah

&

o

2. Saks R Als or '
r - - N " ﬂ

g

setelah korban DERI RAHMAN TANJUNG berbicara bersama saksi
MUHAMMAD NUR ALS OYON “bang oyon, mana uang ruko itu)
lalu saksi MUHAMMAD NUR Als OYON menjawab “gak ada tu”
lalu saksi Muhammad nur also yon masuk keruko terdakwa kemudian

ditanya oleh terdakwa “apo katonyo bang” setelah mendengar itu

korba DERI RAHMAN TANJUNG marah dan mengatakan “anjiang
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ang, pantek amak ang kasikolah ang (anjing kau, pantek mamak kau,

kesinilah kau ) sail mengambil kayu dan menghampiri terdakwa

dirukonya lalu terdakwa lalu terdakwa mengambil parang yang

Setelah itu ada saksi NOFRINAL hendak membantu korban DERI
RAHMAN TANJUNG namun dihalangi dan dilerai oleh saksi
kemudian SYAMSUL FAUZI hendak membantu korban DERI
RAHMAN TANJUNG namun dilerai oleh saksi MUHAMMAD NUR
Als OYON. Setelah itu saksi MUHAMMAD NUR Als OYON

memisah/melerai antara terdakwa dan korban DERI RAHMAN
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TANJUNG dan akhirnya terdakwa diamankan oleh saksi
MUHAMMAD NUR Als OYON sedangkan korban DERI RAHMAN

TANJUNG dibawa kerumah sakit.
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evidence (Hamzah, Andi). Dengan adanya keterangan saksi tersebut, maka adanya
barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian agar supaya menjadi suatu

alat bukti dipersidangan.

Berdasarkan pembahasan tersbut, dapat penulis katakan bahwa
pembuktian  tindak  pidana = pembunuhan  dalam perkara ~ No.

1173/Pid.B/2016/PN.Pbr adalah yang bersumber dari keterangan saksi yang
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membuktikan terdakwa terbukti melanggar pasal 351 KUHPidana. Didalam
hukum acara pidana pembuktian merupakn titik central didalam pemeriksaan

perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi

ang diajukan jaksa
elakukan suatu

dan dimusahkan

Sistem peradilan pidana di Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981, memiliki 10 asas sebagai berikut:

1. Perlakuan yang sama dimuka umum, tanpa deskriminasi apapun
2. Asas praduga tak bersalah
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan ehabilitasi

4. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum
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5. Hak kehadiran terdakwa dimuka pengadilan
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana

7. Peradilan yang terbuka untuk umum

8. : eqQ g , penahanan,

dang dan

Pertimbangan hakim atau radio decidendi adalah argument atau suatu
alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar
sebelum memutuskan perkara. Dalam praktik peradilan pidana sebelum
pertimbangan yuridis ini dibuktikan maka hakim terlebih dahulu akan menarik
fakta —fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif

dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Lilik mulyadi
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mengemukakan bahwa hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan

pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut

memenuhi dan sesuai dengan delik apa yang didakwakan oleh penuntut umum.

serta apakah tedakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya atau tidak,
apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan maka barulah hakim
mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umu.
Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek
teoritis, pandangan doktrin dan posisi kasus yang ditangani, setelah pencantuman

unsur-unsur tersebut maka dalam praktek putusan hakim selanjutnya
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dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberat terdakwa,
adapun hal-hal yang memperberat terdakwa misalnya terdakwa sudah pernah

dipidana sebelumnya (residivis), sedangkan hal-hal yang bersifat meringankan

dalam masyarakat

nilai-nilai yang

Hakim dalam memberikan keputusannya juga harus memperhatikan sistem
pembuktian yang dipakai di indonesia, N.H Tirtaadmaja mengutarakan cara hakim
menentukan suatu hukuman kepada terdakwa yaitu sebagai hakim ia harus
berusaha mnentapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan si terdakwa
sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil, untuk mencampai usaha ini hakim

harus memperhatikan:
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1. Sifat pelanggaran pidananya

2. Ancaman hukum terhadap pelanggaran pidana itu

3. Keadaan dan suasana melakukan pelanggaran pidana

Pengamk , n sangatlah eh’ hakim dalam
menjatuhkan pidana ata & L “' ko : @pada terdakwa.
Pertimbangan hakim dala - eS pemeriksaan dan
persidangan selesa 3 hakim b il Kk ; ng sesuai dengan

rasa keadilan

terdakwa, alat bukti, syarat subje objektif seseorang dapat dipidana, hasil
laporan pembimbingan kemasyarakatan, serta hal-halang meringankan dan

memberatkan.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana

terhadap perkara tersebut adalah:
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a) Hakim mempertimbangkanperbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan
diancam dalam dakwaan primair pasal 338 KUHPidana

b) Hakim mempertimbangkanperbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan

d) i emperti . i 1 ' ksa penuntut

baru memeriksa dan
megadili perkara ini QQ keteranga saksi-saksi, keterangan
W

terdakwa, barang bukti dan dip a-fakta hukum dalam persidangan,
majelis hakim dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan terbukti
bersalah dan dapat dipidana, maka keseluruhan dari unsur-unsur yang didakwakan

oleh jaksa penuntut umum kepadanya haruslah dapat dibuktikan dan terpenuhi

seluruhnya.
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Didalam pasal 183 sampai 202 KUHAP pasal 183 mengatur tentang
sistem pembuktian dalam perkara pidana, dimana dalam pasal tersebut diuraikan

sebagai berikut:

1 pembunuhan,

keputusan dan

pertimbangan hakim dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa antara lain:

Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan:

1. Primair yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana
tersebut dalam pasal 338 KUHPidana
2. Subsidiair yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana

sebagaimana tersebut dalam pasal 351 ayat (3) KUHPidana
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3. Lebih subsidiair yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana

sebagaimana tersebut dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana

Dalam penerapan pasal-pasal pada tindak pidana maka hal ini berkaitan
erat dengan tahap penuntutan yang alam hukum acara pidana diatur secara merinci
dalam hab XV Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dimana
dalam pasal 143 dinyatakanvtsecara jelas bahwa untuk mengadili suatu perkara
maka penuntut umum wajib mengajukan permintaan tuntutan hukum terhadap
terdakwa yang disertai dengan surat dakwaannya, berdasarkan Surat Edaran Jaksa
Agung no.SE-004/J.A/11 /1193 tentang pembuatan surat dakwaan disebutkan

tentang bentuk-bentuk surat dakwaan antara lainnya yaitu:

1. surat dakwaan tunggal yaitu dalam surat dakwaan hanya suatu tindak pidana
saja yang didakwakan karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan
alternatif atau dakwaan pengganti lainnya

2. surat dakwaan alternatif yaitu dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa
dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif
dan bersifat mengecualikan dakwaan lapisan lainnya

3. surat dakwaan subsidiair yaitu dakwaan yang terdiri dari beberapa lapisan
dakwaan yang disusun secara berlapis, dengan maksud lapisan yang satu

berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya (Masruchin, Rubai, 2001)

Sistematik lapisan dalam surat dakwaan subsidiair disusun secara berurut
dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan

tindak pidana yang diancam dengan tindak pidana terendah, dalam dakwaan
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subsidiair meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan hanya satu dakwaan

saja yang dibuktikan dan jika salah satu terbukti maka dakwaan pada lapisan

lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Pembuktian dalam surat dakwaan ini harus

terdakwa melanggar ketentuan pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya

adalah sebagi berikut:

1. barangsiapa
2. penganiayaan

3. mengakibatkan mati
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terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai

berikut :

dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana

yang didakwakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat unsur ke-1 telah

terpenuhi.

Ad.2. tentang unsur “penganiayaan berat”
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Berdasarkan fakta fakta di persidangan berupa keterangan para saksi maupun

keterangan para terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa terjadi penganiayaan antara korban DERRY RAHMAN TANJUNG

o
QD
=}
—+
@D
—
o

‘E!é “:.

MUHA

-

TR ALRRE A
2

- S ‘
<

Muhamm:

terdakwa “g

TANJUNG

parang yang dipergunakan untuk menyincang sayuran yang berada diatas meja
kemudian menghampiri korban DERI RAHMAN TANJUNG sambil
mengatakan “minta rokok saya kasih dan mia makan saya kasih, kenapa
dipalakin terus (sambil mengacungkan atau mengarahkan parang tersbut
kearah koban DERI RAHMAN TANJUNG) kemudian korban DERI

RAHMAN TANJUNG memukulkan kayu kearah terdakwa namun ditangkis
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dengan tangan kiri terdakwa dan terdakwa melayangkan parang kearah kanan

korban DERI RAHMAN TANJUNG hingga berdarah lalu korban DERI

RAHMAN TANJUNG memegang tangan kan terdakwa menggunakan tangan

terpenuhi.

Ad. 3 Unsur yang mengakibatkan mati

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi NOVI MIF
HENDRI dan saksi MUHAMAD NUR ALS OYON, petunjuk serta
keterangan terdakwa BAMBANG SULAIMAN Als ABENG Bin ROMI

(Alm) bahwa akibat perbuatan terdakwa korban DERRY RAHMAN
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TANJUNG meninggal dunia sesuai dengan hasil visum et repertum dari
rumah sakit syafira pekanbaru No.072/IX/VER/3016 tanggal 23 september

2016 atas nama DERI RAHMAN TANJUNG vyang dibuat dan

apat puluh lima
telunjuk, jari
Jjan kanan bawah

arah besar yang

Sakit Syafira
N0.1776/SK g 4 Se ‘ at dan ditandatangani

oleh dokter ya l of atas nama DERI

dunia pada hari Rabu tanggal 14

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat unsur ke-3 telah

terpenuhi.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) telah terpenuhi, maka

terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
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melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan dalam dakwaan jaksa

penuntut umum.

Didalam persidangan, majelis hakim menemukan hal-hal yang dapat

terlebih da

berikut:

telah dimaafkan istri korban dalam persidangan

Adapun putusan hakim dalam perkara ini adalah menyatakan terdakwa
BAMBANG SULAIMAN Als ABENG Bin ROMI (Alm) tersebut, terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang
menyebabkan mati. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG

SULAIMAN Als ABENG Bin ROMI (Alm) oleh karena itu dengan pidana
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penjara selama 1 tahun dan enam bulan. Menetapkan masa penangkapan dan
penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana

yang dijatuhkan. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang

terdakwa yan eS8 k 0 an terdakwa
adalah ter
pemukulan : oti da da p a keluarga korban

dan terdak

setidaknya h nan te at te a ak melakukan tidak

pidana lainn
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A. KESIMPULAN

BAB IV

PENUTUP

is lakukan,

1. Pembu ’ : : g ng dilaku eh BAMBANG
d >

a pidana pembunuhan

adalah  majelis hakim

sebagaimana yang didakwakan dengan pertimbangan hukum bahwa perbuatan
terdakwa sebagaimana yang didakwakan penuntut umum telah memenuhi
unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 351 ayat (3)

KUHP.
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B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis dapat

memberikan saran sebaga
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sehingga menciptakan
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